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Menimbang

Mengingat

NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG
PELAYANAN WISATA MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

I

bahwa saat ini jumlah wisatawan medis yang melakukan
perjalanan Wisata Medis baik dari dalam maupun luar
negeri cenderung mengalami peningkatan;

bahwa dalam rangka mendukung wisata medis dapat
dikembangkan pelayanan wisata medis yang berkualitas
di rumah sakit dengan didukung sumber daya memadai;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Pelayanan Wisata Medis;

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3441);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1438/MENKES/PER/X/2010 tentang Standar Pelayanan
Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 464);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012
tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN
WISATA MEDIS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan
pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata
yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisata Medis adalah perjalanan ke luar kota atau dari
luar negeri untuk memperoleh pemeriksaan, tindakan
medis, dan/atau pemeriksaan kesehatan Ilainnya di
rumah sakit.

Wisatawan Medis adalah orang atau sekelompok orang
yang melakukan Wisata Medis.

Layanan Unggulan adalah program pemberian layanan
kesehatan dengan karakteristik utama tersedianya
layanan dengan kualitas tinggi dengan mengandalkan
pada mutu layanan yang berasal dari perpaduan antara
kompetensi sumber daya manusia, teknologi, dan
komitmen untuk menjadikannya sebagai layanan yang
terbaik.

Pemandu Wisata Medik adalah orang yang bekerja di
dalam BPW sebagai pemandu wisata kesehatan bagi
wisatawan medis.

Biro Perjalanan Wisata, yang selanjutnya disingkat BPW
adalah salah satu bentuk usaha perjalanan wisata yang
menyediakan jasa perencanaan perjalanan dan jasa
pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk
perjalanan ibadah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
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Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
membidangi upaya kesehatan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2
Peraturan Pelayanan Wisata Medis bertujuan memberikan
acuan bagi kepalaZdirektur rumah sakit dalam mengelola
pelayanan Wisata Medis dan pemangku kepentingan lain di

bidang pariwisata.

BAB 11
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3
(1) Pelayanan Wisata Medis dilaksanakan untuk wisatawan
lokal dan/atau mancanegara secara terpadu dan
paripurna.
(2) Pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diintegrasikan dengan kegiatan wisata lain.

Pasal 4
Pelayanan Wisata Medis mencakup pelayanan:
a. prarumah sakit;
b. selama di rumah sakit; dan

Cc. pascarumah sakit.
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Bagian Kedua

Penetapan

Paragraf 1

umum

Pasal 5
(1) Rumah sakit yang akan menyelenggarakan pelayanan
Wisata Medis harus mendapat penetapan dari Menteri.
(2) Menteri mendelegasikan penetapan rumah sakit dengan
pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 6
Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 kepala/Zdirektur rumah sakit harus melakukan
permohonan penetapan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal dengan memenuhi:
a. persyaratan administratif; dan

b. persyaratan teknis.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a

meliputi:

a. izin operasional sebagai rumah sakit kelas A atau rumah
sakit kelas B yang masih berlaku;

b. sertifikat akreditasi nasional tingkat paripurna

c. surat keputusan kepala/Zdirektur rumah sakit tentang
layanan unggulan di rumah sakit;

d. surat keputusan kepala/Zdirektur rumah sakit tentang
pembentukan tim kerja Wisata Medis di rumah sakit;

e. dokumen rencana strategis pengembangan pelayanan
Wisata Medis;
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